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ABSTRAK :   - Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokarsi 

Instansi Pemerintah sebaiamna diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 

Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014  tentang 

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Maka perlunya dibentuk Tim 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Admintrasi Kepulauan 

Seribu. 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang- Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nipotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang- 

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6109), Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desidn Reformasi Birokrasi 

2010-2025, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3), Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017 tentang Tunjangna Kinerja Pegawai di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 No.270), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 

Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 14 Tahun 

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi InstansiPemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1220), Peraturan Menteri Pendayagunaan 



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 985), PKPU No. 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

20198 No. 320), PKPU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU No. 8 Tahun 2019 

tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kep KPU No. 1334/ORT.04-

Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan 

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota 

Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

6109), Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2020 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. 

- Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021 terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim 

Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-

undangan Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Menejemen 

Aparatur Sipil Negara, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. 

 Dengan memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI No. 1694/SJ/XII/2015 tanggal 02 

Desember 2015 perihal Penunjukan Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (RUP) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

- Menunjuk 1 (satu) orang staf sebagai Petugas Admin Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SIRUP). 

 

CATATAN : -  Keputusan Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021. 

-  Lampiran 9 halaman. 

 

 

 


